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BAB V 

    PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang memiliki banyak perbatasan wilayah 

khususnya batas maritim seringkali menimbulkan sengketa. Salah satu wilayah sengketa 

antara Indonesia dan Malaysia yang masih berlangsung hingga saat ini adalah sengketa 

klaim atas Blok Laut Ambalat. Blok Laut Ambalat sendiri sebenarnya merupakan bagian 

wilayah dari Indonesia, tepatnya berada di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Namun, 

karena wilayah Indonesia dan Malaysia memang sangat berhimpitan, maka terjadi 

overlapping claim antara kedua negara mengenai Blok Laut Ambalat tersebut.  

Delimitasi batas maritim yang memakan waktu panjang untuk menyelesaikan sengketa 

Blok Laut Ambalat sudah terlalu lama berlalu dan masih belum menunjukan kejelasan 

sedangkan di sisi lain Blok Ambalat sebagai wilayah yang sangat kaya akan cadangan 

hidrokarbon lepas pantai dapat di manfaatkan oleh Indonesia dan Malaysia. Kehadiran JDA 

untuk Blok Laut Ambalat sebagai solusi alternatif yang di rumuskan di dalam Pasal 74 (3) 

dan 83 (3) UNCLOS 1982 akan memberikan berbagai dampak baik untuk masing-masing 

negara, mulai dari yang paling utama yaitu menjaga keamanan pasokan minyak dan gas 

bumi untuk beberapa tahun kedepan yang sangat mungkin terjadi kelangkaan bila tidak 

segera di lakukan eksploitasi dan eksplorasi cadangan hidrokarbon baru. Beberapa 

keuntungan lain dari JDA juga dapat  mengurangi ketergantungan impor energi akibat 

meningkatnya produksi minyak dan gas bumi, sebagai kolaborasi teknologi dalam 

pengembangan produksi hidrokarbon lepas pantai, sampai memperkuat hubungan bilateral 

antara Indonesia dan Malaysia yang selama ini kurang baik. 

Beberapa tujuan dan manfaat dari JDA untuk Blok Ambalat juga akan terjadi bila di 

dukung oleh elemen pengaturan JDA yang baik. Walaupun pada praktiknya tidak ada 

satupun norma tertulis yang menjadi acuan dalam membentuk elemen pengaturan JDA 

tetapi harus dibentuk rangkaian peraturan yang adil dan konkret bagi Indonesia dan 

Malaysia. Ketika nanti dilakukan proses negoisasi dan perumusan elemen pengaturan JDA, 

kedua negara harus betul-betul terlibat agar mengetahui betul bagaimana JDA untuk Blok 

Ambalat akan berjalan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat 

Indonesia dan Malaysia. 
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1.2 Saran 

Dengan adanya sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di Blok Laut 

Ambalat, saya sebagai penulis skripsi ini memberikan saran untuk dilakukannya JDA di 

Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia sebagai pengaturan sementara untuk 

menyelesaikan sengketa di blok laut tersebut agar kedua negara sama-sama dapat 

melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara bersamaan dan 

mendapatkan keuntungan secara bersamaan juga, mengingat Blok Laut Ambalat pun 

memiliki kekayaan alam yang melimpah. Jika solusi alternatif JDA di Blok Laut Ambalat 

antara Indonesia dan Malaysia dibentuk maka masing-masing negara terutama negara kita, 

Indonesia melalui pemerintah pusat yang memiliki wewenang pada saat itu harus terlibat 

dan mengetahui dengan jelas berbagai pengaturan JDA yang di negoisasikan dengan pihak 

Malaysia.  
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